
Kf,PUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAI/
K.[PAI.A BADAN PIRENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL

NOMoR Kf,P. 34 / I\l"wN / LLKI 03 / 2ol1
TENTANG

PF^4Bf,NTTIKAN TIM I(OORDINASI STRATEGIS

RETORMASI PIRf,NCANAAN DAN Pf,NGANGCARAN RPJMN 201O-2OI4

MENTERI PXRENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASTONAL/

KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL,

Meninlbang

M€n8intat : I

bahwa dalam rang|a pelak$naan UndanS-UndanE Nonror 17

Tahun 2OO3 ie lan8 Keuansan r'Ne8am, UndanS-ljlrdanS Nomor

25 'Iahun 2Oo4 tentan3 Sistem Pertncanaan Penrbangunan

Nasional, UndanS'Undant Nonlor 32 Tahun 2004 !€nlanr
Penterintahan Daerah dan Urrdatlg-l lndanS Nomor 33 TahLrn

2oo4 rerrtang Perinrbantan Keuanga?1 antara Pemenntah Fusal dan

femerintah Daer.rh, I)erlu diwujudkrn sistem percncaraan dan

penSangSaran yang lebih u?dibel. efektif dan efisien yang

meIlrpertimbantkan prinsip-prinsip keranSka pengeluaran jangka

nrenerrgah dan F'rr8/ nggaran I.. rwsis Unerja;

bahwa berdasarkan pertimbanSan sebagainlalu dinraksud dalant

huruf a, perlu dit'entuk Tim tiooftlinasi Stlateds ileforruasi

Pcrencanaan dan Pen8an88ar6rl RPJMN 2(11 0-20 14;

bahwa pejabal yant nanranya tercantunt dalam lrnrpiran
Keputusan ini dian8Sap man\)u dan lnc'rlenuhi pcrsyaralan untuk
duduk dan melakMnakan l'rsas sebeset an&{ota Trnr Kooldinasi

StrateSis Refomasi Perencanaan dan Penga &{sran RPJMN 2010-
2014,.

UndarlS-Undant Nomor 10 Tahun 20I0 tentxnt AnESaian

Pendapatan dan Belanja Tahun Ang:iaran 2011 (Lrmbaran NeSarE

Republik lndonesia Tahun 2010 Nonl.,r 126, Tanlbahan Lenlbaran

Ne8ara Republik hldonesia Nonlor 5lb;):

Keputusan Piesiden Nolto l2 Tahun 2002 tentallS telakMnaan

Aqi8aran Pendapatan dan Belanja Negara (l,embamn Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nonti)r 73, Tambahan Ltrnbaran

Negara Republik Irrdoilesia Nl)nlor' 1212\ selm?;rtn|ldldn lelah

beber pa kali diubah, terakhil derg;,,r KePutusan Prcsid.n Nonor
53 Tahur 2010;

b.
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3 Peraturan Prcsiden Nomor 82 Tahun 2007 tentaflS Badan

Perencanaa PembanguflanNasional;

Peratlrran Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentulan

dan O.ganisasi Kement€rian Negara;

Peraturan Menteri Netara Perencanaan PembanSunan

Nasional/Kepala Badan Per€ncanaan Pembantunan Nasional

No or IEROO4/M.PPN/09/ 2007 tentanS Pedoman Pen,'usunan

Rencana Anttamn dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian

Netara Percncanaan fembanSunan Nasional/Badan Pereicanaan

PembansBnan Nasional, sebagaimana telah bebe.apa kali diubah,

temkhir dentan Peraturan Menteri Percncanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Percncanasn PembanSunah Nasional

Notuor 2 Tahul 20'10;

Peraturan Menteri Ne8ara Perencanaan Pembantunan

Nasional/Kepala Badan Per€ncanaan PenrbanSunan Nasional

Nomor PER. oos/M.PPN/ 10/2007 tentang orSanisasi dan Tata

Kerja Kenrenterian Netara Percncalaan Pembangunan

Nasiorul/Badan Per€ncanaan Pembantunan Nasional;

MEMTITIISKAN:

KEPUTUSAN MXN'ITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAI,T BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI, TENTANG PEMBINTUXAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

REIORMASI PIRENC,{NAAN DAN PENGANGGARAN R4MN 2OIO'2O14,

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Refomusi Perencanaan dan

PenSanSSaran RPJMN 2olo-2014, untut selanjutnya disebut Tim

Konstra RPP, dengan susunan keanSSotaan s€bataimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan iri.

Tim Koflstra RPP terdiri atas Tim Pengamh, PenanSSunS Jawab, Tim

Teknis/Tim PelaksaM, dan Tenaga PendukunS.

Tinr PenSarah Ke8iatan bertugas :

a. memlrerikan arahan koordinasi yanS bersifat strategis dan lintas

dalam proses p€nyusunan kebiakan, strateti, dan rencara keda

r€formasi perEncanaan dan penganggaran terkait RPJMN 2010-

2014\

b. menrberikan arahan kepada Tinl Pelaksana dalam ftelakukan

tuSasnya.

Penanggung Jawab bertugas melaksanakan penSendalian ketiatan dan

melakukan evaluasi atas laporan Tinl Pelaksana sefia melaporkan kepada

Menteri PPN/Kepala BaPPenas.
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KELIX,I,A

KITUJL]H

(EDELAPAN

Tim Teknis/Tim Pelaksana hrtutas :

a. mendukunt penerapan struktur pltgram dan kegiatan Lrntuk

mendukung pelaksanaan RPJM 2010-2014 dengan

memperhmbargkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);

b. mengembanSkan format dan mendukung penempatl iencana

strategis K/L untuk merduklrng pelaksanaan RIJM 2010-2014
dengan ftempertimban3kan prillsip KeranSka Pengeluaran Jangka
MenenSah (KPJM) dan AnS8aran Berbasis Kine{a (ABK);

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Mente

PPN/Kepala Bappenas melalui PenanSSunt Jawab Kegiatan.

Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordiflasi, PenanSSunS

Jawab dapat membentuk Tin Kelompok Kerja Teknis dan Sekretadat

Tim Reformasi Perencanaa daa PengansEatan RPJMN 20I0'2014.

Segala biaya yang diperlukan dalam rafl8ka pelaksaraan tugas Tim

Konstra RPP dibebankan pada An8saran PendaPatan dan Belanja Negara

Kementerian PPN/Bappenas Tahun AnSSaran 20I 1

KeputuMr'l i11i berlal-u sejak tanS8al ditetapkan dan berlalnr surut sejak 5

larutai 2O7"t.

Diietapkan di Jakarta
pada tanSgal 17 Maret 2010

I ,tnt to
-t-xrp,r.Lc seo

PIRINCANAAN PEMtsANGUNAN

AN PERXNCANAAN

NASIONAL/
AN NASIONAI5 fr,

ARTdDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini diMmDaikan kepada Yth.

1. Dir.ekiur Jende€l An83aran, Kementerian KeLraflSan;

2. DirekturJendeBlPerbendahaman,KenlenterianKeuansan;
3. Sekrctaris Menteri Negam PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

4. Inspektur Utanla, BapPenas;

5. (epala BiIo Perencanaan, OrSanisasi, dan Tata Laksana, Kementerian

PPN/Bappenas;

6. Kepal4 Biro Hukun, Kementerian PPN/Bappenas;

7- PPK Deputi Bidang Pendanaan Penrban3unan, Kenrcnterian PPN/ Bappenas;

8. Yang bersanSkutan.
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LAMPIRAN
KEruTUSAN MENTERI PPN/KXPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 34 /M.PPI{/HK/03/2011
TANGGAI, 17 MARET 2011

STISI ]NAN KITNGCOTAAN
TIM KOORDINAST STRATEGIS REFOR]VIASI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RPJMN 2O1O-2OI4

A. TIM PENGARAH

Ketua

wakil Ketua

AntSota

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

SekrEtaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Ut4111a Bappenas.

1. Deputi Bidant SDM dan Kebudayaan, Kementeriafl

PPN/Bapp€nas;

2. lnspektur Utanra, Bappenas;

3. Deputi Bidang Sunlber Daya Alam dan LingkunSan

Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi BidanS Sarana dan Prasarana, Kementerian

PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Evaluasi Kineria Pembangunan,

Kementeri4n PPN/Bappenas;

6. Dir€ktur Ienderal An88eran, Ke lenterian Keuangan.

Deputi BidanS Pendanaan Pembangunan) Kementerian

PPN/Bappenas.

Dircktur Alokasi Pendanaan PembanSunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Direktur Pantan dan Perlanian, Kententerian PPN/Bappenas.

l. Direktur (euangan Negara, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasidan Tata l,ksar.a,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur (esehatan dan Gizi Masyarakat, Kementedan

PPN/Bappeflas;

4. Direkur Agat]..a dan Pendidikan, Kemenledafl

PPN/Baflxnas;

5. Dircktur Transporlasi, Kementerian PPN /BappP-nasf

B. PENANGCUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

I(etua

Wakil Ketua

AngSota

6. Direktur...



6. Di&ktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kin€rja

Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

7. DirEktur Sistem PenSanllgalan, Kementerian Keuan8an;

8. Kepala Biro Perencanaan, Keftertedafl Pekerjaan Umuft;

9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan

Nasional;

10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian KeuanSan;

I 1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;

12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehalan,

NASIONAL/
NASIONAI. f,t,

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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